Tra

L‘j‘&‘&&

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 63 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG SANTUNAN WARGA TIDAK MAMPU (SWTM)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan
Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara, perlu dibuat perubahan terhadap Peraturan
yang mengatur mengenai Santunan Warga Tidak Mampu
yang dimaksud,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Santunan Warga
Tidak Mampu (SWTM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 19359 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3670);
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3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lambaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Inndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

9.

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang
Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3754);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 13);




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang
Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial
lanjut Usia (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesisa Nomor 4451);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Nomor 450) sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan di
Kabupaten Kutai Kartanagara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 1)
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9);

23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun
2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN
2011 TENTANG SANTUNAN WARGA TIDAK MAMPU (SWTM)
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

PASAL I

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Santunan Warga
Tidak Mampu (SWTM) di Kabupaten Kutai Kartanegara
disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 4a yang berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 4a

Persyaratan pengajuan usulan untuk mendapatkan SWTM,
sebagai berikut :

a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati;
b. melampirkan foto copy KTP;
c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga;

d. menyertakan surat keterangan domisili atau tempat tinggal
dari Kepala Desa atau Lurah setempat; dan



e. menyertakan surat keterangan tidak mampu atau miskin
dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

PASAL II
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kuta Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 16 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

-

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 19650302 19940316 11

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 63



